BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 77& /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH KOPERASI

Menimbang

Mengingat

a.

DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
BUPATI TABALONG,

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025
tentang Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan,
dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan
adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ
tanggal 29 Desember 2025, perihal Pembentukan Tim Verifikasi
dan Validasi Daerah, perlu membentuk Tim Verifikasi Dan
Validasi Daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
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telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539j,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623};

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6619};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781},

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07});

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3};

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 24},
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14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ, tanggal
29 Desember 2025, Perihal Pembentukan Tim Verifikasi dan
Validasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih dengan susunan Kkeanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap lokasi
progress pembangunan Fisik, Gerai, dan Pergudangan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih;

b. mengawal pelaksanaan kegiatan di lapangan agar sesuai dengan
pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

c. menyampaikan laporan hasil verifikasi serta validasi melalui
Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menangah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
— — __ padatanggal 26 Febnrme 226

‘T P OEE—— BUPATI TABALONG
N
H

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ {1y /KUM/2026

TANGGAL 2, flwonei

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH KOPERASI

DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NO. JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI JABATAN DALAM TIM KET
1. | Bupati Tabalong Pengarah I
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab I
4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab Il
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Ketua
Perdagangan Kabupaten Tabalong
6. |Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Tabalong Sekretaris
7. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tabaiong Anggota
8. |Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Tabalong Anggota
9. |Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Anggota
10. | Komandan Distrik Militer 1008 Tabalong
Anggota
11. | Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Anggota
Perdagangan Kabupaten Tabalong &8
12. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa  Kabupaten A ¢
Tabalong nEebta
13. | Kepala Bidang Koperasi pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Anggota
Kabupaten Tabalong
14. | Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Tabalong Anggota
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NO.

JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI

JABATAN DALAM TIM KET

15.

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong

Anggota

16.

Kepala Bidang Penataan Ruang pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tabalong

Anggota

17.

Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabalong

Anggota

18.

Penyuluh Koperasi pada Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabalong

Anggota
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BUPATI TABALO
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